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This study analyzes the gap in the realization of regional revenue budget (APD) in 
DKI Jakarta Province and Banten Province in 2023. DKI Jakarta shows a higher level 
of APD realization compared to Banten, which is influenced by a more diverse fiscal 
capacity. In contrast, Banten has difficulty in optimizing regional original revenue 
(PAD) due to limited economic infrastructure and administrative capacity. Factors 
such as fiscal policy, economic base, and local socio-economic dynamics play an 
important role in the differences in budget performance between the two provinces. 
This study suggests a more adaptive financial management strategy, increasing PAD 
efficiency, and utilizing balancing funds to support more equitable and sustainable 
development. 

 

Abstrak  
Penelitian ini menganalisis kesenjangan realisasi anggaran pendapatan daerah (APD) di Provinsi DKI Jakarta dan 
Provinsi Banten pada tahun 2023. DKI Jakarta menunjukkan tingkat realisasi APD yang lebih tinggi dibandingkan 
Banten, yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang lebih beragam. Sebaliknya, Banten mengalami kesulitan dalam 
mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena terbatasnya infrastruktur ekonomi dan kapasitas 
administrasi. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, basis ekonomi, dan dinamika sosial-ekonomi lokal berperan 
penting dalam perbedaan kinerja anggaran antara kedua provinsi. Penelitian ini menyarankan strategi pengelolaan 
keuangan yang lebih adaptif, peningkatan efisiensi PAD, serta pemanfaatan dana perimbangan untuk mendukung 
pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. 
 
Kata Kunci : Kesenjangan anggaran, Realisasi pendapatan, Pendapatan asli daerah  

 
PENDAHULUAN  
          Sangat menarik untuk melihat laporan keuangan pemerintahan karena tuntutan atas akuntabilitas 
lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menunjukkan pertumbuhan sektor 
pemerintahan daerah yang menunjukkan pertumbuhan sektor publik di Indonesia. Laporan keuangan 
dibuat dan didistribusikan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.(Hasmi, 2022) 

Dalam proses pembangunan, sebuah negara harus memiliki rencana yang memungkinkan 
peningkatan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kemampuan untuk mengatasi masalah-
masalah terpenting masyarakat dapat merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah, 
khususnya pembangunan manusia (Fachry Yahya, 2024). Akan tetapi, peningkatan pembangunan 
manusia tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, 
pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan yang dikenal sebagai otonomi daerah untuk 
meningkatkan pemerataan pembangunan nasional di seluruh daerah, terutama dalam hal 
meningkatkan tingkat pembangunan manusia. 

Setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan ototnomi daerah sesuai dengan kebijakan dan wewenang yang diberikan oleh Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menghasilkan pendapatan 
mereka sendiri dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas pembangunan secara mandiri. Dengan 
demikian, sistem otonomi daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan potensi dan keinginan lokal.(Fachry Yahya, 2024) 
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Untuk mewujudkan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah meletakkan dasar untuk desentzralisasi di bidang fiskal, politik, 
dan administrasi. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 membahas pembagian wewenang dan fungsi 
antara pemerintah daerah dan pusat. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur bagaimana 
wewenang dan fungsi dibagi antara pemerintah Kedua undang-undang tersebut berfokus pada 
pembangunan otonomi daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, 
pemerataan, dan partisipasi masyarakat, serta kekayaan dan potensi sumber daya masing-masing 
daerah. 

Dalam hal keuangan daerah, optimalisasi anggaran adalah tanggung jawab publik pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran yang efektif akan 
menghasilkan output yang maksimal, dan target harus dicapai untuk kepentingan masyarakat. Salah 
satu aspek perencanaan anggaran yang sangat penting adalah tantangan yang terjadi dalam peningkatan 
penerimaan daerah secara konsisten. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan pengeluaran daerah 
yang terus meningkat dapat menyebabkan Fiscal Gap meningkat. Kondisi seperti ini berdampak pada 
tingkat ekonomi dan kinerja pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan underfinancing dan 
overfinancing (Meiriki et al., 2020). 

Anggaran Pendapatan Daerah (APD) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah yang menunjukkan kemampuan fiskal suatu daerah untuk mendukung 
pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi anggaran juga menunjukkan seberapa efektif dan efisien 
pelaksanaan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten 
memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan kemampuan 
fiskal. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki sumber pendapatan yang lebih besar dan basis 
ekonomi yang luas dan beragam. Selain itu, karena lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan DKI 
Jakarta, Provinsi Banten menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan PAD dan 
memaksimalkan potensi pendapatan lainnya.  

Karena pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan fiskal nasional, 
tahun 2023 mungkin menjadi tahun yang menarik untuk diamati. Dalam situasi seperti ini, analisis 
tentang pelaksanaan APD di kedua provinsi sangat penting untuk memahami perbedaan dalam 
pengelolaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengevaluasi perbedaan dalam tingkat realisasi APD di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten 
pada tahun 2023. Fokus diskusi meliputi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tingkat realisasi, 
bagaimana hal itu berdampak pada pembangunan daerah, dan saran strategis untuk mengoptimalkan 
pengelolaan APD di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan 
membantu membangun kebijakan pajak daerah yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Menurut (Akuntansi et al., 2024), kesenjangan anggaran, juga disebut sebagai kesenjangan 
anggaran, terjadi ketika manajer memperkirakan pendapatan rendah atau dengan sengaja menurunkan 
biaya. Menurut (Anthony & Govindarajan, 2005), kesenjangan anggaran adalah perbedaan antara 
estimasi terbaik dan jumlah anggaran. 

Kesenjangan anggaran dibuat agar target anggaran dapat dicapai dengan mudah karena potensi 
pendapatan seharusnya lebih besar daripada target anggaran. dan pengeluaran yang lebih besar 
daripada kebutuhan sebenarnya sehingga anggaran terpenuhi (Sula, 2021). 

 
METODE  

Berdasarkan pada judul penelitian dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah 
penelitian kausal yang inti permasalahan ini disebabkan faktor – faktor yang mempengaruhi 
kesenjangan antara anggaran pendapatan daerah yang berakibat perbedaan realisasi anggaran 
pendapatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara 
mendalam kesenjangan realisasi anggaran pendapatan daerah (APD) di Provinsi DKI Jakarta dan 
Provinsi Banten pada tahun 2023. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi fenomena, analisis, 
interpretasi terhadap faktor – faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut dengan menggunakan 
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data sekunder yaitu Laporan Tahunan Provinsi DKI Jakarta 2023 dan Laporan Tahunan Provinsi Banten 
2023. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
HASIL 

      Salah satu dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Provinsi Banten, adalah 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA memberikan gambaran tentang bagaimana pendapatan dan 
belanja daerah direalisasikan selama periode waktu tertentu, dan juga menjadi alat untuk mengevaluasi 
kinerja keuangan pemerintah daeraH 
o Realisasi Pendapatan Daerah 
Realisasi pendapatan daerah mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah 
provinsi, seperti: 
o Pendapatan Asli Daerah (PAD):  
Meliputi pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. 
o Transfer dari Pemerintah Pusat:  
Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
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Berikut ini adalah analisis realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2023, berdasarkan tabel atau data yang tersedia.  
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Pada bagian Pendapatan Daerah, tercatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 

Rp49,13 triliun atau 101,44% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. 
Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp20,15 triliun atau 99,68% dari target, dan pendapatan 
lain-lain yang sah sebesar Rp1,76 triliun atau 88,46%, yang berada sedikit di bawah target. 

Untuk Belanja Daerah, total realisasi sebesar Rp66,41 triliun atau 92,51% dari target sebesar 
Rp71,78 triliun. Dari jumlah tersebut, Belanja Operasi mencakup Rp57,5 triliun atau 95,32% dari target, 
meliputi belanja pegawai, barang/jasa, dan hibah. Sementara itu, Belanja Modal tercatat sebesar Rp8,8 
triliun atau 81,62%, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan irigasi. 
        Pada aspek Pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp8,88 triliun atau 99,90% dari 
target, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,63 triliun atau 89,56% dari target. Pengeluaran 
pembiayaan ini mencakup penyertaan modal kepada Pemda serta pembayaran utang pokok yang jatuh 
tempo dan pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat. 
       Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dilaporkan sebesar Rp2,54 triliun, yang menunjukkan 
adanya penurunan dibandingkan tahun 2022, di mana sebelumnya mencapai Rp8,6 triliun. Penurunan 
ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, meskipun angka tersebut masih 
cukup signifikan. 
       Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam 
menjalankan tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan. Diharapkan agar Pemprov DKI Jakarta 
terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara 
maksimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat, dalam bidang infrastruktur dan pelayanan publik 
lainnya. Selain itu, diharapkan agar proses optimalisasi pajak daerah tetap berjalan dengan baik. 
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Berikut Adalah Analisis Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2023, berdasarkan Tabel atau Data yang tersedia.  

 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 menunjukan bagaimana 
anggaran daerah dilaksanakan. Laporan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah Provinsi 
Banten menggunakan sumber daya keuangannya untuk mendukung program dan proyek pembangunan 
di berbagai bidang.  

Pada bagian pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp39,72 triliun atau 103,76% dari target 
yang ditetapkan sebesar Rp38,28 triliun, menunjukkan kinerja yang baik dalam mengoptimalkan 
potensi pendapatan, terutama berlaku untuk pajak daerah yang menyumbang realisasi sebesar 
105,77% dari target. Karena hasilnya kurang dari seratus persen, beberapa pos pendapatan seperti 
retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan masih perlu ditingkatkan. 
     Realisasi belanja daerah mencapai 98,53% dari target, atau Rp40,17 triliun. Belanja pegawai 
dan belanja barang/jasa menunjukkan tingkat penyerapan yang baik, tetapi belanja tidak terduga hanya 
menghasilkan 23,18%. Ini mungkin karena perencanaan yang terlalu tinggi atau kebutuhan mendesak 
yang rendah pada posisi tersebut. Sebaliknya, belanja hibah melampaui target hingga 138,66%. Ini 
menunjukkan bahwa pemerintah lebih suka membantu secara langsung masyarakat atau kelompok 
tertentu. Pada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan mencapai 95,88 persen dari target, dan 
pengeluaran mencapai 102,02 persen. Ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi 
kewajiban pembiayaan, termasuk pembayaran cicilan pokok utang daerah sebesar 100%.  
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      Dengan pendapatan melampaui target dan belanja hampir sepenuhnya terserap, LRA Banten 
2023 memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Meskipun demikian, beberapa elemen harus diperiksa, 
seperti mengoptimalkan pendapatan dari retribusi daerah dan efisiensi pengeluaran untuk tugas-tugas 
tertentu. Evaluasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
tata kelola keuangan Provinsi Banten dan mendukung pembangunan berkelanjutan.  

DKI Jakarta, sebagai ibukota negara dan pusat ekonomi dan bisnis, memiliki sumber pendapatan 
yang lebih beragam dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, yang pasti akan mendapatkan 
PAD yang lebih tinggi dibandingkan Banten. Ada perbedaan yang signifikan antara realisasi anggaran 
pendapatan DKI Jakarta dan Banten. Kinerja anggaran kedua daerah ini juga dipengaruhioleh variable 
seperti potensi ekonomi, struktur pemerintah, dan berbagai kebijakan fiscal utamanya perbedaan dalam 
kontribusi sektor pajak daerah terhadap pendapatan total. DKI Jakarta, dengan basis ekonomi yang lebih 
luas dan aktivitas bisnis yang lebih besar, cenderung memiliki porsi pendapatan dari pajak daerah yang 
lebih besar dibandingkan Banten. Dari data Laporan Realisasi APBD diatas DKI Jakarta memiliki 
kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Banten. 
Realisasi anggaran belanja yang tinggi di DKI Jakarta berkorelasi positif dengan kualitas layanan publik, 
infrastruktur yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Sebaliknya, rendahnya 
realisasi anggaran di Banten dapat menghambat upaya percepatan pembangunan daerah. 
 Anggaran belanja DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai jumlah yang jauh lebih besar yaitu Rp 
71.788.440.132.086 untuk anggaran dan Rp 66.414.163.147.914 untuk realisasi dibandingkan dengan 
anggaran Provinsi Banten, yang hanya mencapai Rp 40.783.240.000.000 untuk anggaran dan Rp 
40.174.170.000.000 untuk realisasi. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan adanya disparitas 
dalam kemampuan kedua daerah dalam mengelola dan menyerap anggaran. 
 
   Faktor Penyebab Kesenjangan 

Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan provinsi DKI Jakarta dan Banten 
untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi fisik mereka, ada perbedaan dalam realisasi anggaran 
kedua daerah tersebut. Faktor-faktor ini termasuk elemen struktural, manajemen, dan kondisi ekonomi 
yang berbeda yang ada di setiap wilayah. Untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi 
disparitas pendapatan antara provinsi, penting untuk memahami penyebab utama kesenjangan ini. 
Berikut adalah beberapa komponen utama yang berkontribusi terhadap ketidaksesuaian dalam realisasi 
anggaran pada tahun 2023:  
1. Perbedaan Struktur Ekonomi. Sektor jasa dan manufaktur memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Banten, di sisi lain bergantung 
pada industri dan pertanian, dengan kontribusi yang berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. 
Meskipun kota-kota seperti Cilegon dan Tangerang memiliki industri yang kuat, wilayah lain seperti 
Pandeglang dan Lebak masih bergantung pada pertanian. (Dprd & Banten, n.d.) 
- PDRB Per Kapita: PDRB per kapita di DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Banten. 
Dengan PDRB Banten sebesar Rp 189,04 Triliun pada tahun 2022, kontribusinya terhadap PDRB Jawa 
hanya 6,88%. (Banten, 2023) 
2. Akses Infrastruktur.  
Kualitas Infrastruktur : Provinsi DKI Jakarta memiliki infrastruktur yang lebih baik dan lebih 
terintegrasi, termasuk fasilitas umum dan transportasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Sebaliknya, meskipun beberapa daerah di Banten, seperti Tangerang mendapat manfaat dari ekonomi 
Jakarta, banyak daerah di Selatan Banten masih kekurangan infrastruktur. (Dprd & Banten, n.d.) 
Berbeda dengan Banten, Jakarta berkonsentrasi pada infrastruktur besar untuk mengatasi urbanisasi, 
sedangkan Banten berkonsentrasi pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan 
3. Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Manajemen Fiskal 
- Kebijakan Pembangunan : Kesenjangan ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang 
tidak merata di Banten. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di seluruh provinsi, 
sektor-sektor unggulan belum sepenuhnya digunakan (Togi Haidat M, Erlandy Lasproito S, Rizal s, 
2024). 
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- Investasi Asing Dan Domestik : DKI Jakarta menarik investasi asing dan domestik lebih banyak 
daripada Banten, meningkatkan lapangan kerja dan peluang ekonomi (Banten, 2023) 
- Manajemen Fiskal  : DKI Jakarta mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi 
untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak sementara Banten menghadapi kesulitan dalam 
mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah (PAD). 
   Rekomendasi Kebijakan 

• Banten : 
- Tingkatkan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah dan pendapatan lain – lain . 
- Perluasan basis pajak dengan memperkuat sektor ekonomi produktif. 
• DKI Jakarta : 
- Perbaiki perencanaan proyek besar untuk mengurangi SiLPA. 
- Optimalisasi belanja modal agar menghasilkan dampak langsung yang lebih besar bagi 

masyarakat. 
 
KESIMPULAN  

Kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang berbeda 
menunjukan perbedaan dalam realisasi anggaran antara DKI Jakarta dan Banten. Dimungkinkan untuk 
mengambil pelajaran dari kesuksesan provinsi untuk memperbaiki tata kelola keuangan di tingkat 
daerah. Secara keseluruhan, Laporan Realisasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 menunjukan pengelolaan 
keuangan daerah dengan baik, dengan pencapaian pendapatan yang melebihi target dan belanja daerah 
yang efektif. Meskipun demikian, pengelolaan APBD Provinsi Banten pada tahun 2023 menunjukkan 
kinerja yang baik dengan tingkat serapan anggaran yang meningkat signifikan dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya, dan masih ada ruang untuk meningkatkan efektifitas belanja modal dan 
mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak tertentu. Namun, belanja daerah yang sangat rendah 
menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk kategori tersebut harus dievaluasi. 
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